
Standar Layanan Izin Usaha Tanaman Pangan
No. SK :

Persyaratan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Daniel Daeng Nabit-Wae Bo 86754 03852443143 

http://perijinan.manggaraibaratkab.go.id/

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 11:30. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

http://http://perijinan.manggaraibaratkab.go.id/
https://sippn.menpan.go.id
https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8018663/pemerintah-kab-manggarai-barat/standar-layanan-izin-usaha-tanaman-pangan


1. Izin Usaha Proses Produksi Tanaman Pangan: a. rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang 

Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang kabupaten/kota dari bupati/wali kota untuk Izin Usaha proses 

produksi tanaman pangan yang diterbitkan gubernur; b. rekomendasi kesesuaian dengan rencana 

makro pembangunan tanaman pangan provinsi dari gubernur untuk Izin Usaha proses produksi 

tanaman pangan yang diterbitkan bupati/wali kota; c. izin lokasi dari bupati/wali kota yang dilengkapi 

dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 (satu banding seratus ribu) atau 1 : 50.000 (satu 

banding lim puluh ribu); d. rencana kerja pembangunan unit usaha budi daya tanaman pangan; e. hasil 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya 

Pemantauan Lingkungan Hidup; f. pernyataan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasi 

pertanian; g. pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan; dan h. rekomendasi keamanan hayati 

produk rekayasa genetika dari Komisi Keamanan Hayati (KKH) apabila menggunakan tanaman hasil 

rekayasa genetika.

2. Izin Usaha Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan: a. izin lokasi dari bupati/wali kota yang 

dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 (satu banding seratus ribu) atau 1 : 

50.000 (satu banding lima puluh ribu); b. rencana kerja pembangunan unit usaha budi daya tanaman 

pangan; c. hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan 

Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup; d. rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit 

pengolahan; e. jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh bupati/wali kota; f. pernyataan 

menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian; g. pernyataan kesediaan untuk melakukan 

kemitraan; dan h. rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa genetika dari Komisi Keamanan 

Hayati (KKH) apabila menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika.

3. Izin Usaha Keterpaduan antara Proses Produksi Tanaman Pangan dan Penanganan Pascapanen: a. 

rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang 

kabupaten/kota dari bupati/wali kota untuk Izin Usaha keterpaduan antara proses produksi tanaman 

pangan dan penanganan pascapanen yang diterbitkan gubernur; b. rekomendasi kesesuaian dengan 

rencana makro pembangunan tanaman pangan provinsi dari gubernur untuk Izin Usaha keterpaduan 

antara proses produksi tanaman pangan dan penanganan pascapanen yang diterbitkan bupati/ wali 

kota; c. izin lokasi dari bupati/wali kota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 

100.000 (satu banding seratus ribu) atau 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu); d. rencana kerja 

pembangunan unit usaha budi daya tanaman pangan; e. rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah 

lokasi unit pengolahan; f. hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan 

Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup; g. pernyataan menerapkan sistem 

jaminan mutu pangan hasi pertanian; h. pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan; dan i. 

rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa genetika dari Komisi Keamanan Hayati (KKH) apabila 

menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika.

4. Izin Usaha Perbenihan Tanaman: a. hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya 

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup; b. Hak Guna Usaha; c. 

rekomendasi sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang melaksanakan 

urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan sertifikasi benih; d. jenis dan jumlah benih yang akan 

diproduksi; dan e. fasilitas dan kapasitas prosesing dan penyimpanan yang dimiliki untuk produksi 

benih tanaman pangan.
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Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian

2. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket

3. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas

4. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Lokat

5. Pemohon membayar ke loket

6. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

14 hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Tanaman Pangan

Pengaduan Layanan

1.  Kotak Saran

2.  www.lapor.go.id
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